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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pendekatan studi pustaka. LKS merupakan 

lembaga intermediasi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti 

keadilan, kemitraan, dan larangan riba. Dalam sistem keuangan nasional, LKS tidak hanya 

menyediakan layanan keuangan berbasis syariah, tetapi juga menjalankan fungsi sosial melalui 

pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Penelitian ini menyoroti kontribusi LKS dalam 

meningkatkan inklusi keuangan, mendukung pembiayaan sektor UMKM, serta menciptakan stabilitas 

ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai produk keuangan syariah seperti pembiayaan mudharabah, 

musyarakah, murabahah, dan ijarah memberikan alternatif yang adil dan transparan bagi masyarakat. 

LKS juga berperan dalam mendorong pemerataan distribusi kekayaan serta memperkuat daya tahan 

ekonomi melalui investasi yang etis dan produktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan LKS 

memiliki dampak positif terhadap pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam menciptakan 

sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan penguatan regulasi, inovasi teknologi, dan 

peningkatan literasi keuangan syariah, LKS berpotensi menjadi pilar utama dalam sistem ekonomi 

nasional yang tangguh dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara luas. 

Kata Kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Ekonomi Nasional, Inklusi Keuangan, Ekonomi Syariah 

 

Abstact 

This study aims to analyze the role of Islamic Financial Institutions (Lembaga Keuangan Syariah/LKS) 

in supporting national economic growth through a literature review approach. LKS are financial 

intermediary institutions that operate based on Islamic principles such as justice, partnership, and the 

prohibition of usury (riba). Within the national financial system, LKS not only provides Sharia-

compliant financial services but also carries out social functions through the management of zakat, 

infaq, sadaqah, and waqf. This study highlights the contribution of LKS in promoting financial 

inclusion, supporting the financing of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and fostering 

sustainable economic stability. Various Islamic financial products such as mudharabah, musyarakah, 

murabahah, and ijarah offer fair and transparent alternatives for the public. LKS also plays a role in 

encouraging the equitable distribution of wealth and strengthening economic resilience through ethical 

and productive investments. The findings indicate that LKS has a positive impact on national economic 

development, especially in establishing a more inclusive and equitable financial system. With stronger 

regulations, technological innovation, and increased Islamic financial literacy, LKS has the potential 

to become a key pillar in a resilient national economy that promotes widespread social welfare. 

Keywords: Islamic Financial Institutions, National Economy, Financial Inclusion, Islamic Economics 
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1. PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif merupakan tujuan utama bagi 

negara berkembang seperti Indonesia. Dalam proses menuju tujuan tersebut, sektor keuangan 

memegang peran penting sebagai penggerak roda perekonomian melalui penyediaan akses 

permodalan, investasi, dan layanan transaksi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Namun demikian, sistem keuangan konvensional yang dominan berbasis bunga (riba) dan 

kerap mengandung unsur spekulatif (maysir) dan ketidakpastian (gharar), belum sepenuhnya 

mampu menjawab tantangan pemerataan kesejahteraan serta stabilitas ekonomi jangka 

panjang. Fenomena ketimpangan sosial, eksklusi keuangan, serta krisis keuangan yang 

berulang menunjukkan perlunya alternatif sistem keuangan yang lebih etis, stabil, dan 

berkeadilan. Dalam konteks tersebut, Lembaga Keuangan Syarah (LKS) hadir sebagai solusi 

terhadap kelemahan sistem keuangan konvensional.  

LKS beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menolak praktik riba, 

gharar, dan maysir, serta melarang transaksi yang bertentangan dengan syariat. Sebagai 

gantinya, LKS menggunakan akad-akad muamalah yang sah dan produktif seperti mudharabah 

(kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha), musyarakah (kemitraan modal 

bersama), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), serta wakaf 

produktif. Dengan pendekatan ini, LKS tidak hanya bertujuan mendapatkan keuntungan, tetapi 

juga mendorong nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas 

ekonomi (Sabirin & Zen, 2024). Konsep dasar LKS sejalan dengan teori inclusive growth yang 

menekankan pada perluasan akses ekonomi bagi semua kalangan, terutama kelompok marjinal 

serta teori institusi oleh North (1990) yang menekankan pentingnya lembaga yang adil dan 

terpercaya dalam menopang pembangunan. Di samping itu, teori etika keuangan menguatkan 

pandangan bahwa sistem keuangan berbasis nilai moral dan sosial lebih mampu menciptakan 

stabilitas jangka panjang dibanding sistem yang hanya berorientasi pada profit (Jenita, 2020).  

Penelitian sebelumnya telah membahas kontribusi LKS terhadap pertumbuhan ekonomi 

dan sektor UMKM. Namun, masih terdapat kesenjangan riset mengenai bagaimana LKS 

berperan secara strategis dalam membentuk sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan 

sosial secara lebih luas, khususnya dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi 

Muslim terbesar. Dengan kata lain, masih dibutuhkan kajian yang menyinergikan pendekatan 

teoritis, instrumen keuangan syariah, dan fungsi sosial LKS dalam kerangka pembangunan 

ekonomi nasional (Katman & Firawati, 2021).  
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Sejalan dengan itu, Aisyah dalam penelitian terdahulu menegaskan bahwa “perbankan 

syariah memainkan peran penting dalam mendukung sistem keuangan nasional. Bank syariah 

tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, 

keberkahan, dan kemaslahatan umat” (Aisyah & Ansori, 2024). Hal ini tercermin dalam 

berbagai produk syariah yang mendorong kerja sama produktif dan distribusi risiko secara adil. 

Selain itu, bank syariah juga menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infaq, 

sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang menjadi instrumen penting dalam pengentasan 

kemiskinan dan pembangunan sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar Lembaga Keuangan Syariah, prinsip-prinsip syariah 

yang mendasarinya, serta menganalisis peran strategis LKS dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi nasional. Fokus kajian meliputi aspek penghimpunan dan penyaluran dana, 

mekanisme keuangan sosial Islam, serta kontribusi LKS dalam menciptakan sistem keuangan 

yang inklusif, stabil, dan berkeadilan sosial di Indonesia. 

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka (library research) yang 

berfokus pada kajian mendalam terhadap literatur-literatur yang relevan mengenai Lembaga 

Keuangan Syariah dan perannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber seperti 

buku akademik, artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen kebijakan, serta publikasi resmi 

dari lembaga terkait yang membahas prinsip, produk, mekanisme operasional, serta peran 

strategis LKS dalam sistem keuangan dan ekonomi Indonesia. Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis kualitatif deskriptif, dimana data-data tersebut dikumpulkan, diklasifikasikan, 

dan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan hubungan antara 

prinsip-prinsip syariah dengan efektivitas LKS dalam mendorong inklusi keuangan, 

pemerataan kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan 

menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran LKS sebagai alternatif sistem 

keuangan yang berkelanjutan dan berkeadilan (Al Arif, 2022). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.Hasil penelitian 

Konsep Lembaga Keuangan Syariah 

Lembaga keuangan merupakan entitas yang menjalankan aktivitas di bidang keuangan, 

baik dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran dana, atau bahkan keduanya secara 
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sekaligus. Apabila lembaga tersebut menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-

prinsip syariah, maka disebut sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan 

Syariah dapat diartikan sebagai badan usaha yang bergerak dalam sektor jasa keuangan yang 

berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip syariah ini menekankan pada penghindaran 

terhadap unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maysir, serta 

menggantikannya dengan akad-akad muamalah yang sesuai dengan tradisi hukum Islam. 

Dengan demikian, Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya berfungsi sebagai institusi 

keuangan, melainkan juga sebagai representasi dari sistem norma yang bersumber pada ajaran 

Islam. 

Secara umum, Lembaga Keuangan Syariah terbagi menjadi dua kategori utama, yakni: 

a. Lembaga Keuangan Syariah bank, adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan 

keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan yang sesuai dengan 

prinsip syariah. Lembaga ini bertindak sebagai perantara keuangan (financial 

intermediary) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. 

Jenis Lembaga Keuangan Syariah ada dua yakni: Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah 

b. Lembaga Keuangan Syariah non-bank (LKNB syariah),  merupakan badan usaha yang 

bergerak di sektor keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun 

dana melalui penerbitan surat berharga atau instrumen keuangan lainnya, dan 

menyalurkan dana tersebut untuk membiayai kegiatan investasi masyarakat atau 

perusahaan. Tidak seperti lembaga keuangan bank, lembaga non-bank tidak 

diperkenankan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan secara langsung. 

Selain itu, dari sudut pandang fungsiona lembaga keuangan non-bank tidak 

dikategorikan sebagai lembaga intermediasi keuangan secara langsung. Jenis Lembaga 

Keuangan Syariah Non-Bank yakni: Baitul Maal wa Tamwil (koperasi syariah), 

Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Dana Pensiun Syariah, 

Lembaga Pengelola Zakat dan Lembaga Pengelola Wakaf (Afrianty et al., 2020) 
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Tabel 1  

Perbedaan Lembaga bank dan non bank 

Kegiatan  Lembaga Keuangan Syariah 

bank 

Lembaga Keuangan Syariah 

non bank 

Penghimpun 

dana 

1. Secara langsung berupa 

simpanan dana masyarakat 

(tabungan, deposito dan giro) 

2. Secara tidak langsung dari 

masyarakat (surat berharga, 

penyertaan, pinjaman kredit 

dari lembaga lain). 

Hanya secara tidak langsung dari 

masyarakat (terutama melalui 

kertas berharga, dan bisa juga dari 

penyertaan, pinjaman/ kredit dari 

lembaga keuangan lain). 

Penyalur 

dana 

1. Untuk tujuan modal kerja, 

investasi dan konsumsi 

2. Kepada badan usaha dan 

individu 

3. Untuk jangka pendek, 

menengah dan panjang 

Untuk tujuan investasi terutama 

kepada badan usaha yang 

umumnya untuk jangka 

menengah dan panjang. 

 

Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan institusi yang didirikan untuk 

mengembangkan praktik transaksi keuangan dan bisnis berdasarkan ajaran Islam. Prinsip-

prinsip syariah yang menjadi landasan operasional LKS merujuk pada fatwa otoritatif dari 

lembaga yang memiliki kewenangan di bidang syariah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi nilai-

nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin), yang 

kemudian tercermin dalam aktivitas usaha dan pelayanan kepada masyarakat tanpa 

diskriminasi.  

Nilai keadilan terlihat dalam penerapan sistem bagi hasil dan kesepakatan margin 

keuntungan yang adil antara lembaga dan nasabah. Kemanfaatan tampak dari kontribusi LKS 

terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui pembiayaan sektor riil dan kegiatan sosial. 

Keseimbangan tercermin dari relasi kemitraan antara lembaga dan nasabah dalam menanggung 
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risiko dan keuntungan. Adapun nilai keuniversalan diwujudkan dalam pelayanan yang inklusif 

tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau golongan. 

a. Bebas Dari Unsur-Unsur Yang Dilarang Syariah (Bebas MAGHRIB) 

LKS wajib terbebas dari lima unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu: 

1) Maisir (spekulasi/untung-untungan): Praktik ini mengacu pada aktivitas perjudian dan 

investasi yang tidak produktif karena tidak berhubungan langsung dengan sektor riil. 

Al-Qur'an melarang maisir karena menimbulkan ketidakpastian dan kerugian sosial 

yang lebih besar dibandingkan manfaat ekonominya. 

2) Gharar (ketidakpastian/penipuan): Gharar merujuk pada transaksi yang mengandung 

unsur ketidakjelasan, baik dari segi objek, kepemilikan, maupun waktu penyerahan. 

Pelarangan gharar bertujuan untuk menciptakan transparansi dan kepastian dalam 

kegiatan bisnis. 

3) Haram: Segala bentuk transaksi yang melibatkan barang atau aktivitas yang dilarang 

oleh syariat, baik dari zatnya maupun cara memperolehnya, tidak diperbolehkan. 

Larangan ini mendukung terciptanya sistem ekonomi yang etis dan menyejahterakan. 

4) Riba (bunga/penambahan yang tidak sah): Islam melarang segala bentuk tambahan 

dalam transaksi utang-piutang atau jual beli barang sejenis yang tidak seimbang. Riba 

dianggap menghambat investasi produktif dan menciptakan ketimpangan ekonomi. 

5) Batil (transaksi tidak sah): Segala praktik ekonomi yang mengandung unsur penipuan, 

manipulasi, atau pengambilan harta secara tidak sah termasuk dalam kategori batil. 

Pelarangan ini bertujuan untuk menekan moral hazard dan menciptakan sistem yang 

adil (Nabela & Thamrin, 2022). 

b. Berdasarkan akad yang sah menurut syariah  

Seluruh transaksi di LKS wajib menggunakan akad atau perjanjian yang sah menurut 

syariah. Akad dinyatakan sah apabila memenuhi unsur pokok: ijab-qabul, pihak-pihak yang 

berakad, dan objek akad. Selain itu, akad tidak boleh mengandung unsur ta’alluq (saling 

ketergantungan antara dua akad dalam satu waktu). Akad dalam LKS terbagi menjadi dua: 

1) Akad Tabarru’ (sosial), seperti qardh hasan, wakaf, dan infaq, yang tidak bertujuan 

mencari keuntungan materi. 

2) Akad Tijari (komersial), seperti murabahah, salam, istisna’, mudharabah, 

musyarakah, ijarah, dan wadiah, yang bertujuan memperoleh keuntungan. Transaksi 

ini menuntut adanya risiko, usaha, dan tanggung jawab yang seimbang sebagai 

prasyarat kehalalan keuntungan. 
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c. Pengelolaan dana sosial: Zakat, Infaq dan Sedekah 

LKS memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai 

entitas usaha, LKS berperan sebagai manajer investasi, investor, dan penyedia layanan 

keuangan. Sedangkan dalam fungsi sosial, LKS berperan dalam menghimpun dan 

menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah. 

Distribusi zakat secara ekonomi berdampak positif terhadap pertumbuhan. Dari sisi 

permintaan, zakat meningkatkan daya beli kelompok kurang mampu. Dari sisi penawaran, 

zakat mendorong penggunaan aset produktif dan mengurangi penimbunan harta tidak aktif, 

sehingga mengalirkan dana ke sektor riil dan mendorong investasi yang berkelanjutan (Al 

Arif, 2022). 

Produk-produk Lembaga Keuangan Syariah 

a. Produk penyaluran dana 

Penyaluran dana dalam Lembaga Keuangan Syariah dilakukan berdasarkan prinsip akad 

jual beli. Akad ini ditujukan untuk memfasilitasi pembiayaan dengan mekanisme 

pemindahan kepemilikan atas suatu barang. Keuntungan yang diperoleh Lembaga 

Keuangan Syariah telah disepakati di awal dan menjadi bagian dari harga jual. Bentuk utama 

akad jual beli yang digunakan antara lain: 

1) Ba’i al-Murabahah, yaitu akad jual beli di mana bank membeli barang terlebih dahulu, 

kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan yang 

disepakati bersama. 

2) Ba’i as-Salam, yakni akad jual beli di mana nasabah membayar harga barang di muka 

untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari, dengan spesifikasi dan waktu 

penyerahan yang telah ditentukan. 

3) Ba’i al-Istisna‘, yaitu bentuk jual beli pesan barang yang biasa digunakan untuk produk 

manufaktur atau konstruksi, di mana pembayaran dapat dilakukan secara bertahap 

sesuai kesepakatan. 

b. Produk penghimpun dana 

1) Wadi‘ah yad damanah, yaitu titipan murni di mana Lembaga Keuangan Syariah 

diperbolehkan memanfaatkan dana titipan dan bertanggung jawab penuh atas 

keamanannya. Umumnya diterapkan pada produk giro. 

2) Mudarabah, yaitu akad kemitraan di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana 

(shahibul mal) dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai pengelola (mudharib). 
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Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh 

pemilik dana sepanjang bukan akibat kelalaian Lembaga Keuangan Syariah. 

c. Produk jasa  

Selain fungsi penghimpunan dan penyaluran dana, Lembaga Keuangan Syariah juga 

menyediakan berbagai layanan jasa yang memudahkan aktivitas keuangan masyarakat, 

contohnya, Layanan transfer dana, dengan Mekanisme: Nasabah menyerahkan sejumlah 

uang kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk dikirimkan ke rekening tujuan, dan 

Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai perantara dan menerima upah jasa (ujrah) 

yang disepakati (Rusby, 2020).  

3.2.Pembahasan 

Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 

Indonesia 

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas suatu negara dalam menyediakan 

barang dan jasa kepada penduduknya secara berkelanjutan (Todaro & Smith, 2015). Teori 

pertumbuhan klasik (Adam Smith) dan modern (Solow, 1956) menegaskan pentingnya 

akumulasi modal, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia dalam mendorong 

pertumbuhan. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan juga sangat 

dipengaruhi oleh sistem keuangan yang inklusif, yang memungkinkan akses pembiayaan 

merata hingga ke pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar utama 

pertumbuhan ekonomi. 

Setelah memahami struktur dan prinsip operasional LKS, berikut ini dijelaskan bagaimana 

prinsip dan mekanisme tersebut berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia: 

a. Pemerataan Nilai Kehidupan dan Kesejahteraan Masyarakat. Lembaga Keuangan 

Syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana tetapi juga sebagai 

mediator distribusi kesejahteraan melalui instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah. Ini 

sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam (Chapra, 2008) yang 

menegaskan pentingnya distribusi sumber daya secara merata sebagai fondasi 

pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Lembaga Keuangan 

Syariah bukan sekadar lembaga finansial, tetapi juga agen pemberdayaan sosial yang 

mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat bawah 

(Syaifullah & Sa’adah, 2024). 

b. Pengorganisasian Aktivitas Ekonomi Berbasis Komunitas. Lembaga Keuangan Syariah 

membantu mengorganisir aktivitas ekonomi masyarakat melalui pendekatan yang 
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transparan dan berbasis kemitraan. Teori institusi (North, 1990) menegaskan pentingnya 

institusi yang efektif dalam menciptakan iklim investasi dan produksi yang kondusif. 

Lembaga Keuangan Syariah, dengan prinsip syariah dan transparansi, membangun 

kepercayaan sehingga memperkuat ikatan sosial dan iklim bisnis lokal yang produktif 

(Deti et al., 2021). 

c. Sebagai Akses untuk memperluas Keuangan dan Inklusi Sosial. Ketersediaan akses ke 

pembiayaan yang merata menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 

inklusif (inclusive growth). Bank Syariah melalui lembaga seperti Bank Perkreditan 

Rakyat Syariah dan Baitul Maal wa Tamwil menyediakan layanan keuangan bagi 

kelompok yang selama ini terpinggirkan oleh bank konvensional. Ini memperkuat teori 

inklusi keuangan yang menyatakan bahwa akses yang lebih luas terhadap layanan 

keuangan meningkatkan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja (Ismamudi et al., 

2023). 

d. Pembiayaan Berbasis Prinsip Bagi Hasil dan Tanggung Jawab Sosial. Lembaga 

Keuangan Syariah menggunakan skema pembiayaan seperti mudharabah (bagi hasil 

antara bank dan pengelola usaha), musyarakah (kemitraan modal dan keuntungan 

bersama), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati). Model 

ini memberikan alternatif pembiayaan yang adil tanpa bunga tetap, mendorong 

efektivitas penggunaan dana, kreativitas pelaku usaha, serta meningkatkan investasi dan 

lapangan kerja (Muheramtohadi, 2021). 

e. Stabilitas Keuangan dan Pengurangan Spekulasi. Lembaga Keuangan Syariah 

menghindari transaksi yang spekulatif dan berbasis riba, sehingga menciptakan sistem 

keuangan yang lebih stabil dan tahan terhadap krisis. Hal ini penting untuk pertumbuhan 

jangka panjang, sebagaimana ditegaskan dalam teori keuangan etis (Ethical Finance 

Theory). Stabilitas ini mendukung iklim investasi dan pembangunan yang berkelanjutan 

(Qadariyah & Permata, 2021). 

 

4. KESIMPULAN 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran strategis yang signifikan dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

Dengan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, 

transparansi, dan tanggung jawab sosial, LKS mampu menjadi alternatif sistem keuangan yang 
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inklusif dan etis. Konsep dasar LKS sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan 

dana melalui akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah memberikan 

mekanisme pembiayaan yang adil, berbasis bagi hasil, serta menghindari unsur riba, gharar, 

dan spekulasi yang berpotensi merusak stabilitas ekonomi. Prinsip pengelolaan dana sosial 

melalui zakat, infaq, dan sedekah juga memperkuat fungsi sosial LKS sebagai agen 

pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Produk dan layanan yang 

disediakan oleh LKS memperluas akses keuangan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan 

menengah serta kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dalam sistem keuangan 

konvensional, sehingga mendorong inklusi sosial dan distribusi kesejahteraan yang lebih 

merata. Lebih jauh, model pembiayaan syariah yang mengedepankan kemitraan dan 

pembagian risiko yang adil mendukung pertumbuhan ekonomi produktif dan penciptaan 

lapangan kerja, sekaligus menjaga stabilitas keuangan dengan menghindari praktik-praktik 

spekulatif yang kerap memicu krisis. Dengan demikian, LKS tidak hanya berperan sebagai 

lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menciptakan sistem ekonomi 

nasional yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan. Kesimpulannya, Lembaga Keuangan Syariah 

mampu memberikan peran nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 

adil, inklusif, dan berkelanjutan melalui prinsip operasional dan produk keuangan yang sesuai 

dengan nilai-nilai Islam serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. 
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